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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
1 

Telepon : (021) 3811308 - 3505006 
I 

Fax. : 3505135 - 3505139 
Jakarta 10110 (Sentral) 3507144 - 34833369 

1. Direktur Keamanan Penerbangan;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; dan
4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara.

SURAT EDARAN 
NOMOR: SE-DJPU 11 TAHUN 2025 

TENTANG 
PEDOMAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA UNTUK PETUGAS 

PROTOKOLER (PERWAKILAN INSTANSI/ENTITAS) 

1. Latar Belakang
Sehubungan dengan tingginya jumlah permohonan Pas Bandar Udara bagi
petugas protokoler (perwakilan instansi/ entitas), serta memastikan
ketertiban dan keamanan di lingkungan Bandar Udara, perlu ditetapkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman
Penerbitan Pas Bandar Udara Untuk Petugas Protokoler (Perwakilan
Instansi / En ti tas).

2. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penerbit Pas Bandar
Udara dalam penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler
(instansi/ entitas). Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan
acuan dalam pelaksanaan penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas
protokoler (instansi/ entitas).

3. Ruang Lingkup
Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat ketentuan bagi penerbit Pas
Bandar Udara dalam rangka penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas
protokoler (perwakilan instansi/ entitas) serta ketentuan bagi penyelenggara
bandar udara.

4. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Jalan Masuk (Access Contron ke Daerah Keamanan
Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun
2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Contron ke Daerah
Keamanan Terbatas di Bandar Udara;

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang
Keamanan Penerbangan Nasional; dan

d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang
Program Keamanan Penerbangan Nasional.
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